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ABSTRAK

Sebagai salah satu tradisi masyarakat Desa Banjar Barat adalah adanya
selamatan 7 hari kematian. Selama proses selamatan mulai hari pertama sampai
hari ketujuh memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam selamatan tersebut tidak
memandang orang kaya atau miskin. Akibatnya, harta waris yang mestinya akan
dibagi kepada ahli waris, digunakan sebagai biaya upacara selamatan. Harta waris
tersebut merupakan harta bersama para ahli waris. Disitulah terjadi persekutuan
harta waris yang dinamakan syirkah amldk. Banyaknya biaya yang akan
dikeluarkan selama tujuh hari kematian itu tergantung banyak tamu yang hadir,
terutama pada acara tahlilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah field
research, dimana penyusun secara langsung terjun di objek penelitian guna
memperoleh data. dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara,
observasi dan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok
permasalahan, khususnya mengenai pengguanan syirkah amlak atas harta waris.

Masyarakat Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura, kental
dengan adat yang dianutnya maupun dari keislamannya. Tradisi selamatan
merupakan acara sakral yang harus dijalankan setiap masyarakatnya ketika salah
satu dari keluarga mereka meninggal dunia. Suguhan makan kepada para tamu
yang melayat merupakan sebuah ungkapan rasa hormat dan terimakasih, serta
dengan niatan sedekah. Harta waris yang mereka gunakan, yakni dengan
kesepakatan bersama, dimana kesepakatan pada umumnya dalam masyarakat
Desa Banjar Barat adalah dengan akad demokrasi terpimpin. Artinya, dalam
proses akad pemufakatan tersebut tergantung orang yang berpengaruh atau
sesepuh dalam keluarga tersebut.

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa harta syirkah amlak itu
hakikatnya dibolehkan. Pengguanan syirkah amlak yang digunakan sebagai biaya
selamatan tidak boleh bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Sedangkan bagi
orang yang mampu “kaya” melakukan selamatan tersebut tidak ada masalah
selama dengan niatan sedekah, dan menghormati tamu. Sedekah itu adalah
perbuatan mulia. Selamatan itu merupakan ‘urf yang baik, menjadi tidak baik
ketika selamatan itu dipaksakan diluar kemampuannya. Sedangkan pemufakatan
akad yang dilakukan oleh para ahli waris, kebanyakan mengikuti orang yang lebih
berpengaruh atau sesepuh dalam keluarga tersebut. Karena itu seudah menjadi
tradisi yang sering dilakukan sebelumnya, maka biasanya untuk menggunakan
harta waris syirkah amldk cukup dengan pemberitahuan saja atau dengan cara
mu’dtah. Adapun yang termuda atau adik-adiknya dalam keluarga tersebut hanya
menerima keputusan atas kemufakatan yang dilakukan oleh sesepuh mereka.
Dalam islam akad tersebut dibolehkan, selagi tidak saling merugikan pihak lain
dan saling merelakan, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Islam adalah agama komprehensif (rahmatal lil’alamin) yang mengatur
semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh rasulullah,
Muahammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau
hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya ,

Islam mengatur kehidupan masyarakat'.

Islam memiliki aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia
dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebagai ajaran
yang bersifat universal memiliki pemecah masalah yang dihadapi oleh umat
Islam, dan juga Islam bersifat fleksibel agar dapat mejawab semua persoalan yang
datang agar tidak menyusahkan umatnya untuk menjalankan ajaran tersebut.

Terutama halnya permasalahan yang berkembang pada masyarakat modern ini.

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan
dan kebendaan yang didalamnya mencakup hukum waris Islam.” Sebagai akibat
adanya waris adalah hubungan antara sesama manusia, yakni dengan adanya
pernikahan, sehingga akibat perkawinan yang sah timbullah hak waris bagi

hubungan tersebut.

" Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghali Indonesia,
2012), hlm. 3

2 Habiburraahman, Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana
Prenada Group), him. 9



Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan adalah munculnya harta
warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan
sendirinya akan muncul hak kewarisan. Najatullah Siddiqi seperti dikutip oleh
Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian
harta warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan kepada generasi
sekarang maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari

generasi yang pergi de ngan generasi datang.’

Dalam kehidupan bermasyarakat, lebih mengerucut pada lingkungan
keluarga yang paling urgen adalah soal ekonomi. Status sosial ataupun ekonomi
dalam msyarakat juga dipengaruhi dan ditentukan dari para terdahulunya, salah
satunya adalah warisan sebagai kekayaan yang diwariskan kepada ahli waris
sepeninggal pewaris. Hal ini tidak bisa di pungkiri bahwa kewarisan menjadi
salah satu sumber pemicu konflik keutuhan dalam sebuah keluarga jika tidak
terbagi dengan benar sesuai porsi mereka menurut ketentuan yang dibenarkan

hukum Islam.

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya melaksanakan
kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjukkan oleh
peraturan yang jelas (nas-nas yang shohih)®. Selagi tidak ada ketentuan lain yang
menggugurkan peraturan itu atau ketentuan-ketentuan yang datang sesudahnya

serta menghapus ketentuan yang lama. Artinya, ketentuan yang datang

3 Abdul Qodir Djailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya, Bina Ilmu, 1995), him. 57

* Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simajuntak, Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan
praktis), Cet. Ke-1 (Jakarta: sinar Grafika, 1995), him. 3



sesudahnya menggugurkan kewajiban hukum yang datang sebelumnya dan

diganti dengan hukum baru yang datang sesudahnya.

Di Indonesia terdapat pelbagai bentuk masyarakat, begitu juga suatu
aturan yang berlakau didalamnya berbeda termasuk pandangan hukum Islam itu
sendiri, termasuk dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Pemberlakuan hukum
Islam tergantung dari bentuk sistem kemasyarakatan yang ada dalam suatu daerah
tanpa keluar dari jalur hukum Islam. Seperti dalam Kaidah “A/ ‘ddah al-

muhakkamah’” , yakni adat atau kebiasaan adalah hukum.

Kewajiban yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta waris itu
dibagi kepada ahli waris yakni; biaya perawatan jenazah (takjiz al-jandzah),
pelunasan hutang (wafa’ al-duyin), dan pelaksanaan wasiat. Sebelum harta waris

dibagikan, maka dikurangi kewajiban tersebut terlebih dahulu.

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan
sejak orang meninggal dunia. Dari biaya memandikan, mengafani, mengantar
(mengusung) dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga
tidak boleh terlalu kurang. Tetapi dilakasanakan secara wajar. Menurut Imam
Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan daripada hutang. Sementara Imam
Hanafi, Maliki, dan Syafi’i, pelunasan hutang harus didahulukan. Alasannya, jika

hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.’

> Suparman Usman, Hukum Islam (Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dan
Tata Hukum Indonesia), cet. Kedua, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 69

6 Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm 37.



Biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dimakamkan
dapat di ambil dari harta peninggalan, dengan ketentuan tidak berlebih-lebihan
dan dalam batas yang dibenarkan dalam Islam. Hal yang tidak dituntunkan dalam
ajaran Islam tidak perlu dilakukan. Apabila dilakukan juga, karena desakan tradisi
misalnya, tidak dibiayai dengan harta peninggalan.” Misalnya makan minum yang
disajikan sebelum atau sesudah pemakaman tidak diajarkan Islam. Oleh

karenanya hal itu tidak dibebankan pada harta peninggalan.

Demikian pula, mengadakan upacara selamatan tiga hari, tujuh hari, dan
empat puluh hari tidak diajarkan Islam. Maka, apabila hal semcam itu diadakan
juga karena desakan adat istiadat, biaya tidak dapat diambil dari harta

peninggalan.®

Sudah menjadi tradisi masyakat Banjar Barat, jika ada keluarga yang
meninggal dunia, malam harinya ataupun siang hari banyak tamu yang
bersilaturrahim, baik tetangga dekat maupun jauh. Mereka ikut belasungkawa atas
segala yang menimpa, sambil mendoakan untuk yang meninggal maupun yang
ditinggalkan. Selain bersiap menerima tamu, sanak keluarga, dan keluarga dekat,
pada hari kematian sampai ketujuh, mereka akan mengadakan bacaan tahlil dan
do’a kepada yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya soal ada makanan atau
tidak, bukan hal penting, tapi pemanfaatan pertemuan majelis silaturrahim itu
akan terasa lebih berguna jika diisi dengan dzikir. Sayang, bagi orang-orang awam

yang kebetulan dari keluarga kurang mampu, mereka memandang sajian makanan

7 Ahmad Azhar Basyir Hukum Waris Islam (edisi revisi) Cet. Ke-14 (Yogyakarta: UII
Press, 2001 ) him. 13

8 Ibid.



sebagai keharusan untuk disajikan kepada para tamu, padahal substansinya
sebenarnya adalah bacaan tahlil dan do’a adalah untuk menambah bekal bagi si

mayit.

Sedangkan yang terjadi di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep,
Madura perawatan jenazah atau biaya upacara mulai dari hari pertama kematian
sampai 7 hari kematian, bisa dikategorikan sebagai jamuan istimewa, dengan kata
lain tidak secara wajar sesuai kelas ekonomi masyarakat setempat. Sebagai
masyarakat suku Madura (Desa Banjar Barat) yang cenderung sangat kental
dengan adat yang diusungnya, Upacara selamatan kematian haruslah dengan
menyembelih sapi yang diperuntukkan sebagai hidangan pada ribuan tamu yang
hadir melayat dan acara tahlilan. Dengan demikian harta warispun bisa tergerus

untuk kalangan ekonomi lemah untuk sekedar biaya kematian pewaris.

Biaya yang dikelurkan untuk upacara selamatan itu tidaklah sedikit. Kelas
ekonomi tidaklah berpengaruh pada tidak mewahnya suatu perayaan kematian
tersebut. Sehingga kalangan kelas ekonomi menengah kebawah yang menjadi
suatu tekanan bagi ekonomi mereka. Bagaimana tidak, untuk perayaan kematian
harus hutang terlebih dahulu agar berjalannya sebuah perayaan yang sama dengan
masyarakat lainnya. Jika tidak, maka menjadi suatu tekanan batin dan adanya rasa

gengsi untuk tidak mengikuti adat msyarakat tersebut.’

Secara statistik kelas perekonomian, masyarakat desa Banjar Barat

mayoritas kelas menengah ke bawah. Karena demikian, banyak harta warisan

® Wawancara dengan Syafi’in, SekDes Desa Banjar Barat, Di kemdiamannya, pada

tanggal 29 Februari 2015.



hanya cukup untuk perayaan kematian yang memakan biaya besar, bahkan harta
warisan menjadi minus. Oleh karena itu ahli waris yang semestinya dapat warisan

justru tidak dapat sama sekali.

Dengan pekerjaan yang mayoritas petani dan penghasilan tidak tetap serta
hanya pas-pasan tidak mampu mengembalikan keadaan ekonomi yang telah di
akibatkan keluarga meninggal, yakni membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Artinya, jika ada orang yang meninggal di daerah tersebut bukan hanya keluarga
atau famili yang hilang, tetapi juga hartanya ikut ‘“hilang” walaupun sebagai

sodagah yang dikhususkan kepada yang meninggal.

B. Pokok Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akad pemufakatan dalam penggunaan harta syirkah
amldk sebagai biaya selamatan orang meninggal di desa Banjar Barat,
Kabupaten Sumenep, Madura?

2. Apa yang membuat masyarakat Banjar Barat tidak dapat melepaskan
diri dari tradisi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengguanaan harta syirkah amlak atas harta waris di desa

Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura.



2. Untuk menjelaskan bagimana masyarakat Banjar Barat terus mempertahankan
tradisi selaman orang meninggal.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sedekah dan
waris khususnya pada Syirkah amlak .

2. Secara praktis memberikan masukan kepada masyarakat desa Banjar Barat
tentang kewarisan khususnya syirkah atas harta waris.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang
Kewarisan dalam hal itu lebih pada praktek syirkah dalam harta waris ini memang
sangat minim referensi secara spesifik membahas tentang itu.

Dalam Skripsi yang disusun oleh Radhia Latjare dengan judul “Konsep
kepemilikan harta dan pemanfaatannya dalam prespektif hokum Islam (Studi
terhadap pemikiran M. Umer Chapra)”.' Bahwa Umer Chapra mendukung
adanya hak milik baik pribadi ataupun bersama. Tetapi, hak tersebut tidak mutlak
hanyalah milik Allah SWT. Kepemilikan harta harus pada berdasarkan magosid-
syari’ah, tidak boleh boros, dholim dan sebagainya.

Skripsi Subadri yang berjudul “Pembagian Warisan Pada Masyarakat
Muslim Taman Martini Kalasan Sleman Dilihat Dari Hokum Islam”!'. Kewarisan

yang di implementasikan tersebut tidak berdasarkan secara kelslaman yang

' Radhia Latjare, “Konsep Pemilikan Harta dan Pemanfaatannya Dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Chapra)”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

"' Subadri, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyaakat Muslim Taman Martani
Kalasan Sleman Dilihat Dari Hukum Islam” (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).



bersumber dari al-Qur’an, bahkan pembagian kewarisannya harus menunggu
seribu hari dari kematian, agar tidak dinilai tergesa-gesa dan memalukan.
. Kerangka Teoretik

Syirkah menurut bahasa berarti al-ihtilath yang artinya campur atau
percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini
ialah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak
mungkin untuk dibedakan."?

Hukum syirkah dalam sejumlah kitab fikih adalah bersumber dari al-
Qur’an, sunnah, dan ijma’. Dalam konteks modern di Negara Indonesia, syirkah
juga didasarkan pada fatwa dewan syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan
tentang perbankan sayriah.

Syirkah secara umum dibedakan menjadi dua bagian, 1) syirkah amwal, 2)
syirkah Abdan. Syirkah di sisi lain juga dibedakan menjadi dua, yakni: 1. Syirkah
Amldk yang berarti kepemilikan, 2. Syirkah uqiid yang artinya kerjasama dalam
akad. Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju
bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal syirkah.

Syirkah amwal adalah dua syarik atau lebih memiliki harta bersama
melalui usaha tertentu. Oleh karena itu, syirkah amwal mencakup syirkah amlak
baik yang ikhtiari (syirkah-amlak ikhtiari) maupun yang ijbari (syirkah-amlak
ijbari). Di antara syirkah amlak ikhtiari penyediaan dana oleh dua syarik atau

lebih untuk dijadikan modal usaha; dan di antara syirkah amlak ijbari adalah

"2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. Ke 8 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013),
hlm. 125



kepemilikan bersama ahli waris atas warisan karena orang tua mereka meninggal
dunia. Adapun syirkah abddn adalah kerja sama antara dua sydrik atau lebih guna
melakukan usaha tertentu dengan “modal” berupa keterampilan di antara sesama
sydrik."

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua
pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.'* Dalam
syirkah, adanya akad berperan penting untuk terjadinya sebuah akibat hukum
yang mengikat pada objek persekutuan. Akad merupakan keterkaitan atau
pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi
tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan
oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam
disebut “hukum akad” (hukm al-‘agd). Tujuan akad untuk akad bernama sudah
ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad
untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan
maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi
lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-tamlik)
2. Melakukan pekerjaan (al- ‘amal)

3. Melakukan persekutuan (al-isytirdk)

3 Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, Cet. 1 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 47

' Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih
Muamalat), cet. Kedua (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) hlm. 68
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4. Melakukan pendelegasian (at-tafwid)
5. Melakukan Penjaminan (at-tausiq)”

Kaitannya dengan persekutuan harta dalam kewarisan (syirkah amldk )
menajadi pembahasan baru, yang mana jarang sekali dikaji dalam pelbagai kitab
klasik maupun modern. Karena harta bersama tersebut bukanlah harta gonogini
melainkan persekutuan harta waris yang dibelanjakan atau dipakai sebelum
dibagi.

Dalam al-Qur’an dikatakan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris harus
dibagi secara adil sesuai dengan takaran yang disebutkan dalam nash. Kenapa
harus demikian dalam pelaksaanaanya agar diantara para ahli waris tidak ada
perselisihan ataupun kemadharatan.

Dalam konteks hak milik inilah yang menjadikan manusia harus sadar
bahwa tugas Kholifah fil-ard harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena
hak milik pada dasarnya adalah sementara hanya bersifat duniawi semata,
sehingga harus berimplikasi pada berbagai hal yang bersifat adil, ada batas dalam
hak pemanfaatannya, dan tidak boros.

Sifat boros (israf) adalah tidak disenangi Allah Swt. Seperti firman-Nya,
. ‘ 3
Voail s i Vg sl s aae (S 2ic oS ) )34 a0
16 . v
O paall Cany
Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas

sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui

15 Ibid., hlm. 70

¢ Al-A’raaf (07): 31
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pemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan, melalui jalan
yang dibenarkan syariat, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang
dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik
ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau
orang dewasa.'’

Islam memandang harta sebagai sarana untuk mengantarkan seseorang
kepada tugas hakiki yaitu Kholifah Allah yang siap mengembangkan dan
meningkatkan produksi dalam rangka menyangkut martabat manusia agar hidup
berkelanjutan. Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki harta yang
perolehannya dibenarkan oleh syar’i.

1. Maslahah murasalah

Abdul Wahab Khollaf dalam kitabnya “Ilmu Ushul Figh” menjelaskan
kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i dalam rangka merealisasikan
atau menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil syar’i yang mengakui
atau menolaknya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah pada dasarnya
jalah meraih manfaat dan menolak madhorat.'® Sedangkan Muhammad Hasbi As-
Shiddiqi memaknai maslahah memelihara tujuan syara’ dengan alasan menolak
segala sesuatu yang merusak makhluq.

Para ahli ushul meberikan takrif al-mashlahah al-mursalah dengan
memberikan hokum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau

ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan. Adapun kemaslahatan ada 3 macam:

17 Sarmin Syukur (alih bahasa), Hukum Waris Islam (Surabaya: Al-Ikhlas 1995) hlm, 47.

' Lihat Al-mustafa oleh Imam Al-Ghazali, juz 1, him. 39



yakni:

1.

12

Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah.
Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti
hifdzu nafsi, hifdzu mal, dan lain sebagainya.

Kemaslahatan yang bertentangan dengan syara qath’i. jumhur ulama
menolak kemaslahatan ini kecuali najmuddin Athufi dari mazhab
maliki.

Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada

dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah.

Para ulama ahli syariah Islamiyyah membagi hak menjadi empat bagian,

hak murni milik Allah Swt.
hak murni milik hamba
hak yang tergabung di dalamnya antara hak allah dan hamba, tetapi

hak Allah lebih besar.'”

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa istilah adalah salah satu jalan

menetapkan hukum yang tidak ada nash dan tidak ada pula iyjma’ terhadapnya.

Menurut mereka maslahah mursalah yang tidak ditunjuk oleh syara dan tidak

pula dibatalkan, dapat dijadikan dasar istimbat.*’

Dengan adanya maslahah mursalah sebagai sumber hukum, akan memberi

gerak yang lebih luas bagi hukum Islam, terutama dalam menghadapi suatu kasus

' Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba’ly, Ekonomi Zakat, ed-1, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2006) him. 54

2 zarkasi Abdul Salam, Oman Faturrahman, Pengantar Ushul Figh 1 (Yogyakarta:

LESFI), him. 45
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atau peristiwa kompleks yang tidak diatur dalam nash al-Qur’an dan al-Hadits,
sehingga hukum Islam sebagai suatu system tata hukum yang akan mampu

menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan manusia sepanjang zaman.

2. ‘Urf

Intraksi manusia mengandung tiga unsur, yaitu: tindakan (act), sesuatu
(thing), dan makna (meaning).”’ Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh intraksi
masyarakat tertentu dengan sifat kontinuitas merupakan sebuah tradisi yang tak
dapat dipisahkan dari msyarakat tersebut, yakni disebut dengan ‘urf’, biasa disebut
adat ataupun budaya. Adat atau budaya merupakan hukum yang mengikat bagi
masyarakat pemeluknya. Sedangkan hukum tersebut tidak bersifat teks atau tidak
tertulis, yang dibuat oleh kesepakatan bersama serta diamini oleh orang banyak
dan memiliki sanksi hukum (sosial) apabila melanggarnya.

Selamatan kematian dengan suguhan yang memakan biaya yang tidak
sedikit adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Dalam kajian ushul figh adat
dikenal dengan istilah ‘urf . ‘Urf adalah suatu yang sudah dibiasakan oleh
manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat
dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah
berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.*
‘Urf terdapat dua bagian, yaitu: A/- ‘urf Shohih, yakni merupakan kebiasaan yang
tidak bertentangan dengan syar’i. AI- ‘urf fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan

dengan hukum syar’i .

! Amir Syarifuddin, Pemikiran Hukum Islam (Jakarta: Gema Insani Press) him. 45,

22 Amir Syriduddin, Garis-garis Besar Ushul Figh, (Jakarta, Kencana Prenada Media
Group, 2012), hlm. 71
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‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal okeh manusia karena telah
menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam
kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai

adat.?

Menurut ahli syar’i, tidak berbeda dengan al- ‘urfu amali dengan adat.
Misalnya dalam keseharian bertransaksi jual beli dengan tanpa adanya sigat yang
diucapkan. Arfu qouli misalnya orang yang saling mengetahui meng-ithlakan anak
itu kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Adat juga bisa muncul dari
sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau
cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Di samping itu juga, adat juga bisa
muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi dan sebagiamana
yang mucul dengan sebab kasus-kasus lain seperti budaya yang terpengaruh oleh

budaya asing.
Adapun ‘urf menurut ulama ushul figh adalah:
Mad g) o8 8 agd )ggan B
Menurut definisi Mushthafa Ahmad al-Zarga’ (guru besar figh Islam di
Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa urf merupakan bagian dari
adat, karena adat lebih umum dari ‘urf . ‘Urf menurutnya harus berlaku pada

kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan

‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat,

» Abdul Wahab Kalaf, IImu Ushul Figh, ( Bandung, Gema Risalah Press, 1996), hlm.
149
* Nasrun Haroen, Ushul Figh I, ( Jakarta: Logos, 1996), him. 138
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akan tetapi mucul dengan sebab pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan

meyoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk

memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas

kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan

makanan.

Ulama ushul figh membagi ‘urf menjadi beberapa sub bagian:

1. Dilihat dari objeknya.

a.

b.

Al-‘urf Al-lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz
atau ungkapan tertentu sehingga ungkapan itu dimengerti oleh
masyarakat dengan kebiasaannya.

Al-‘urf Al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Seperti kebiasaan
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak

terkait dengan kepentingan orang lain, seperti hari libur kerja.

2. Dilihat dari cakupannya

a.

b.

Al-‘urf al-‘am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas
diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti jual beli mobil, segala
keperluan yang urgen yang melekat dalam objek pembelian termasuk
dalam harga jual, missal kunci, dongkrak dan ban serep.

Al-‘Urf Al-khas adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat
tertentu. Missal dalam dunia perdagangan, apabila barang yang sudah
dibeli terdapat kecacatan dapat dikembalikan, kebanyakan konsumen

tidak dapat mengembalikan barang tersebut.
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3. Dilihat dari segi keabsahan dalam pandangan syar’i
a. Al-‘urf al-Shohih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat
pada umumnya dan tidak berlawanan dengan ketentuan dalil syara’, serta
tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak
pula menggugurkan kewajiban.
b. Al-‘urf al-Fasid adalah segala sesuatu yang dikenal masyarakat akan
tetapi berlawanan dengan dali syar’i. Seperti dalam perdagangan dengan

menghalalkan riba dan lain sebagainya.

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu
sumber hukum Islam yang skunder, dan bukannya primer, dalam arti
diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut, hanya ketika sumber-sumber yang
primer tidak tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang
muncul.”” Faktor utama pemicu berkembangnya hukum Islam adalah karena
adanya adat atau budaya dalam suatu kelompok masayarakat, sehingga tercipta
hukum baru dari hasil akulturasi antara budaya barat dengan hukum Islam.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh
masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi msyarakat

yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga

% Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, (Jakarta:
INIS, 1998), hlm. 18
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menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik
dimasa depan.*®

Dalam pandangan sosiologi bahwa hukum (adat) tidak hanya sebagai
norma statis yang memprioritaskan kepastian dan ketertiban berbudaya, namun
juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta menformulasikan
prilaku masyarakat dalam mewujudkan tatanan yang aman dan damai tanpa

tekanan moral maupun tekanan ekonomi.

Gotong royong merupakan ciri khas perilaku kehidupan masyarakt agraris.
Gotong royong adalah sebagai bentuk solidaritas yang dimiliki masyarakat desa.
Tidak sebatas gotong royong dalam pembangunan melainkan dalam acara apapun
yang selenggarakan oleh anggota masyarakat itu sendiri dan mereka bersama-

sama untuk itu.

Konsep solidaritas sosial merupakan kepedulian secara bersama kelompok
yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau
kelompok didasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama, dan
kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman emosional.”” Oleh
karena solidaritas yang kuat, maka tradisi yang dianut masyarakat, khususnya
pedesaan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak yang dianggap

keluar dari norma ataupun tradisi akan dengan sendirinya menjadi omongan

% Amrullah Ahmad, SF. Dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1966), him. IX

" Zulkarnain Nasution, Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi
(Suatu Tinjauan Sosiologis) (Malang: UMM Press, 2009) hlm. 9.
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dibelakang dan sedikit ada kerenggangan suatu hubungan antar masyarakat dalam

kelompok tersebut.

Solidaritas sosial sangat diperlukan di dalam masyarakat, terutama
masyarakat kota yang cenderung tidak mengenal tetangganya satu sama lain.
Berbeda dengan masyarakat desa. Mereka selalu mencoba memupuk rasa
persudaraan antara warga dengan mengadakan berbagai macam kegiatan-
kegiatan yang dapat mempertemukan antara warga satu dengan warga lain,
masyarakat desa juga mempunyai tingkat solidaritas antara warga yang tinggi
karena kebanyakan dari mereka selalu mencoba meluangkan waktu agar dapat

bertemu dengan para tetangganya walaupun hal tersebut hanya saling menyapa.

Salah satu sumber solidaritas adalah gotong royong, istilah gotong-royong
mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat.
Tradisi kerjasama tersebut tercermin dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat,
antara lain: kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum,
mengadakan perhelatan atau hajatan, dalam bencana alam, kematian, dan lain-

lain.?®

Koentjaraningrat membagi gotong royong menjadi 3 (tiga) macam, yaitu
gotong royong dalam bidang pekerjaan pertanian, dalam tolong menolong, dan
dalam bentuk kerja bakti. Berikut ini adalah berbagai macam bentuk solidaritas

sosial yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat desa, diantaraanya adalah:

2 Ibid., him. 10



19

1. Kegiatan gotong royong, yang biasanya diterapkan saat ada salah satu
warganya yang sedang membangun rumahnya, biasanya para tetangga
dekat, maupun jauh datang untuk membantu.

2. Kegiatan Tahlilan kematian, hal demikian apabila salah satu anggota
keluarga meninggal dunia. Para tetangga ataupun masyarakat yang kenal
dengan si mayit maka masyarakat itu ikut menyambung doa.

3. Kegiatan Baksos (Bakti Sosial) dilakukan untuk membantu para warga
yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan.

4. Kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), untuk para warga
masyarakat yang mempunyai balita agar anak- anak mereka mendapatkan
asupan gizi yang seimbang.

5. Balai pengobatan gratis dikhususkan untuk para warga yang belum
mampu berobat di tempat yang belum bisa mereka jangkau. Agar

kesehatan para masyarakat lebih terjamin.”

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim
(1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim menyatakan
bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu
dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang
dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas
menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari
keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan

kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama

¥ www.umuchoiro.blogspot.com/2013/11/solidaritas-dan _-partisipasi-masyarakat.html

diakses pada tanggal 1 April 2015.
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akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar

mereka.

Dalam tinjauan teori Durkehim disebutkan solidaritas sosial dibagi
menjadi 2 yaitu (1) Solidaritas Sosial Mekanik, dan (2) Solidaritas Sosial

Organik:*°

1. Solidaritas Mekanik

Pandangan Durkheim mengenai masyarakat adalah sesuatu yang hidup,
masyrakat berpikir dan bertingkah laku dihadapkan kepada gejala-gejala sosial
atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar individu. Fakta sosial yang
berada di luar individu memiliki kekuatan untuk memaksa. Pada awalnya, fakta
sosial berasal dari pikiran atau tingkah laku individu, namun terdapat pula pikiran
dan tingkah laku yang sama dari individu-individu yang lain, sehingga menjadi
tingkah laku dan pikiran masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fakta sosial.
Fakta sosial yang merupakan gejala umum ini sifatnya kolektif, disebabkan oleh
sesuatu yang dipaksakan pada tiap-tiap individu. Dalam masyarakat, manusia
hidup bersama dan berinteraksi, sehingga timbul rasa kebersamaan di antara
mereka.

2. Solidaritas Organik

Solidaritas organik berasal dari semakin terdiferensiasi dan kompleksitas
dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial. Durkheim
merumuskan gejala pembagian kerja sebagai manifestasi dan konsekuensi

perubahan dalam nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Titik tolak perubahan

3 http://umuchoiro.blogspot.com akses 01 April 2015.
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tersebut berasal dari revolusi industri yang meluas dan sangat pesat dalam
masyarakat. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak menimbulkan adanya
disintegrasi dalam masyarakat, melainkan dasar integrasi sosial sedang mengalami
perubahan ke satu bentuk solidaritas yang baru, yaitu solidaritas organik. Bentuk
ini benar-benar didasarkan pada saling ketergantungan di antara bagian-bagian

yang terspesialisasi.

Durkhem berargumen bahwa masyarakat masayarakat primitive
mempunyai nurani kolektif yang lebih kuat, yakni pengertian-pengertian, norma-

norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang lebih banyak dianut bersama.’’

Solidaritas sosial dapat terjadi karena adanya berbagai macam kesamaan
ras, suku dan adanya perasaan yang sama sehingga mereka mempunyai keinginan
kuat dalam memperbaiki keadaanya dan daerah ataupun lingkungan sekitarnya
agar mereka bisa sedikit memperbaiki keadaan di sekitarnya dengan cara saling
membantu satu sama lain terutama dalam hal pembangunan. Solidaritas sosial
juga dipengaruhi adanya interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan cultural,

yang pada dasarnya disebabakan munculnya sentiment komunitas.

Bentuk solidaritas yang timbul di masyarakat Banjar Barat sangat kental.
Kepercayaan dan kebersamaan dalam membentuk suatu masyarakat yang solid
banyak dilakukan diantaranya perihal gotong royong pembangunan ataupun
dalam acara tertentu yang sifatnya butuh orang banyak, termasuk jika salah satu

keluarganya meninggal dunia. Solidaritas masyarakat terlihat dari banyaknya

3! Goeorge Ritszer, Dialihbahasakan oleh saut pasaribu Dkk., Teori Sosiologi Dari
Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Edisi Ke 8, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012), hlm. 148
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pelayat. Bagi kaum laki-laki biasanya yasinan ataupun tahlilan. Dengan demikian
sahibul bait merasa tidak nyaman ketika tidak memberi makan dan suguhan bagi
tamu yang hadir melayat atau sekedar bantu-bantu. Prinsipnya, karena tamu
adalah raja. Tujuan dari suguhan makan kepada pelayat disamping sebagai upaya
bentuk sedekah bagi yang pahalanya dikhususkan bagi orang yang meninggal,
juga untuk membuat tetap makin banyak yang hadir untuk yasinan maupun

tahlilan.

. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research
dimana penyusun secara langsung terjun di objek penelitian guna memperoleh

data yang benar-benar valid dan aktual.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan
menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsiaonal dengan
melalui proses analisis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
suatu peristiwa yang berlaku saat ini, yang didalamnya terdiri dari upaya
mendeskripsikan, mencatat, menganalisi, serta menginterpretasikan yang terjadi

saat ini, khususnya mengenai syirkah amlak atas harta waris.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan upaya pengumpulan data dilapangan, pertama:

yaitu dengan cara mengumpulkan berita-berita, literatur, serta bebrapa kajian
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karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, yaitu klarifikasi data
dan menginterprertasi data, dimaksudkan agar memudahkan memahami data

kemudian diinterpretasikan oleh penyusun.

Data dalam penelitian penelitian ini dikalrifikasi melalui dua teknik

sebagai berikut:

a. Sumber primer: Wawancara, yang mana dalam penelitian ini
berwawancara dengan masyarakat serta tokoh agama di desa Banjar
Barat.

b. Sumber skunder: adalah sumber penunjang dalam penelitian ini yang
berasal dari berbagai literatur baik buku, kitab-kitab klasik yang
menyinggung tentang syirkah amlak dan suguhan selamatan orang
meninggal. Dilengkapi juga dengan sumber lain yang meliputi artikel,
catatan, ataupun situs yang berkaitan dengan tema kajian penelitian.

4. Analisis data

Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan analisis penalaran
deduktif dan induktif. Dua metode ini merupakan langkah analisis data baik itu
analisis dari yang bersifat umum kepada khusus, dan merupakan penalaran data
yang bersifat khusus kemudian digeneralkan menjadi suatu kesimpulan dari

sebuah penelitian ilmiah.

G. Sistematika pembahasan
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Bab pertama adalah yang merupakan abstraksi dari keseluruhan penelitian,
berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang syirkah amlak dan selamatan
orang meninggal, dan mengkaji tentang teori-teori tentang objek penelitian
menggunakan metode pendekatan maslahah al-mursalah dan pendekatan
sosiologi hukum terhadap penggunaan syirkah amlak sebagai biaya selamatan
orang meninggal yang sudah menjadi tradisi atau adat.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian. Dalam bab ini ada berbagai sub
bab yang menganalisis secara detail dari objek penelitian dengan tinjauan hukum
Islam tentang mengapa selamatan orang meninggal yang menghabiskan banyak
biaya tidak bisa dihentikan dikalangan msyarakat menengah kebawah. Dalam bab
ini juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan objek penelitian
tersebut.

Bab keempat adalah konektifitas antara beberapa konsep tentang syirkah
amlak harta waris sebagai biaya selamatan. Bagaimana menurut pandangan Islam
serta bagaimana sistem penggunaan dari harta waris

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini penyusun mengambil suatu
kesimpulan dari permasalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta

disertai saran-saran baik secara langsung maupun tidak langsung.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang dilakukan terhadap Penggunaan harta syirkah
amlak atas harta waris sebagai biaya selamatan orang meninggal di Desa
Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura. Maka dapat diambil kesimpulan

bahwa:

1. Akad pemufakatan yang dilakukan dalam penggunaan harta waris syirkah
amlak atau kepemilikan bersama atas hak terhadap harta waris, guna
sebagai biaya selamatan orang meninggal dilakukan melalui musyawarah,
akan tetapi kesepakatan kebanyakan lebih didominasi sesepuh atau orang
yang berpengaruh dalam keluarga tersebut. Sebagian bentuk kesepakatan
(akad) antar pihak tersebut melalui cara mu’athah atau kesepakatan
berdasarkan tradisi. Adapun adik-adiknya atau ahli waris yang belum
cakap hukum hanya ikut apa yang telah menjadi keputusan sesepuh. Hal
tersebut dibolehkan, selagi tidak merugikan pihak lain dan saling
merelakan sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari.

2. Alasan masyarakat Desa Banjar Barat tidak meninggalkan tradisi
selamatan bagi orang meninggal dengan memberi suguhan makanan yang
salah satunya harus menyembelih sapi adalah tingginya rasa kekitaan
(ma’iyah) atau rasa solidaritas. Disamping upacara selamatan merupakan
warisan nenek moyang, upacara selamatan tersebut mengandung unsur-

unsur keagamaan.
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B. Saran-saran

1.

Penggunaan harta syirkah amldk sebagai biaya selamatan tidak mutlak
ketidakbolehannya, akan tetapi tergantung kemampuan ekonomi masing-
masing keluarga. Jika ia berasal dari keluarga tidak mampu kemudian
memaksakan adanya adat tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan.
Akan tetapi jika keluarga mayit berasal dari kalangan ekonomi mampu,
maka hal yang demikian dibolehkan dengan adanya kesepakatan bersama,
karena esensi dari sebuah selamatan adalah mendoakan mayit serta
menyuguhkan makanan sebagai sedekah yang mana pahalanya
dikhususkan bagi mayit.

Untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan, hendaknya acara
tahlilan tidak dibuka secara umum, melainkan untuk keluarga dan tetangga

terdekat.
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